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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENGUMPULAN SUMBER SEJARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan
menelusuri sumber sejarah, perlu membuat pedoman
pengumpulan sumber sejarah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman

Pengumpulan Sumber Sejarah;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun
2008 tentang Buku;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan
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Menetapkan

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 351);

MEMUTUSKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN SUMBER SEJARAH.

Pasal 1
Pedoman Pengumpulan Sumber Sejarah digunakan sebagai
acuan dalam mengidentifikasi dan menelusuri sumber

sejarah.

Pasal 2
Pedoman Pengumpulan Sumber Sejarah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGUMPULAN SUMBER SEJARAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sejarah sckarang terus berkembang, seiring ditemukannya
sumber-sumber sejarah. Perkembangan ilmu sejarah tak lepas dari
perkembangan ilmu-ilmu sosial lain. Dalam ilmu sejarah, sumber sejarah
menjadi hal yang sangat penting, karena dari sumber sejarah itulah kita

menentukan sebuah penulisan sejarah.

Sebuah tulisan sejarah dapat disebut sebagai karya ilmiah sejarah,
apabila karya tersebut mengandung fakta vang ditemukan dari sumber-
sumber sejarah. Apabila suatu karya yang mengisahkan tentang masa
lampau tanpa didasari oleh suatu sumber sejarah, dan hanya hasil imajinasi
penulis, maka karya tersebut merupakan karya fiksi. Sumber sejarah inilah
yvang membedakan suatu karya sejarah sebagai ilmu dengan karya fiksi.
Dalam penulisan sejarah secara ilmiah pun, secorang penulis disamping
menggunakan sumber-sumber sejarah  juga  diharapkan  dapat
menghadirkan suasana masa lampau sesuai zamannya. Hal ini diperlukan
agar scbuah karya sejarah tidak kering dengan fakta-fakta yang
membosankan.

Dalam penulisan sejarah, sumber sejarah adalah bagian dari langkah
awal dalam proses penulisan sejarah. Sumber sejarah merupakan bukti dan
fakta terhadap suatu peristiwa yang pernah terjadi. Seorang sejarawan tidak
dapat menuliskan suatu peristiwa masa lalu tanpa adanya sumber sejarah.
Oleh karena itu, bagi seorang sc¢jarawan penemuan sumber sejarah adalah
suatu hal vang penting. Dapat dikatakan “pas document pas d’histoire, no
document no history”, begitulah tanpa dokumen, tidak ada sejarah.

Dalam historiografi sejarah Indonesia, sumber-sumber sejarah ini
masih banyak yang belum diungkap oleh peneliti sejarah. Ada beberapa
faktor sumber secjarah perlu mendapatkan perhatian. Pertama, adanya
kendala bahasa dalam mengungkapkan sumber-sumber itu. Kedua, sumber

itu belum dapat diakses sesuai dengan ketentuan konvensi internasional,
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bahwa suatu dokumen baru dapat diakses setelah 50 tahun. Ketiga, banyak
sumber sejarah berupa dokumen-dokumen, maupun naskah-naskah yang
telah berpindah tangan pada masa penjajahan. Keempat, karena kurangnya
pengetahuan kita akan pentingnya sumber sejarah, sumber-sumber sejarah
itu dijual kepada orang asing. Sementara itu, secara fisik sumber-sumber
sejarah yang kita miliki juga semakin lapuk termakan oleh waktu.

Mengingat pentingnya sumber sejarah dalam penulisan sejarah, maka
diperlukan peningkatan untuk penyelamatan dan kesadaran pemanfaatan
sumber secjarah. Berdasar hal tersebut, Direktorat Sejarah, Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun

Pedoman Pengumpulan Sumber Sejarah.

1.2 Dasar Hukum
Pelaksanaan program penyusunan Pedoman Pengumpulan Sumber

Sejarah ini berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2008 tentang Buku.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun
2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Buku yvang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

1.3 Tujuan
1. Untuk mengenalkan sumber-sumber sejarah kepada masyarakat;

2. Sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan menelusuri sumber
sejarah; dan

3. Sebagai pedoman dalam memanfaatkan sumber sejarah.

1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam Pedoman Pengumpulan Sumber Sejarah adalah
Pendahuluan;

Mengenal sumber sejarah;
Langkah-langkah pengumpulan sumber sejarah;
Langkah-langkah pengumpulan sumber sejarah lisan;

Pemanfaatan sumber secjarah; dan

A T o

Penutup.



